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AbstrakDelapan puluh persen dari 30 juta anak dan remaja Indonesia menggunakan internet dan media digital. Pola prilaku anak danremaja dalam menggunakan internet cenderung memberikan informasi pribadi mereka pada media digital, sejumlah besar anakdan remaja di Indonesia terekspos konten pornografi, secara sengaja, ataupun tidak sengaja, minimnya pengawasan orang tuaterhadap aktivitas digital yang dilakukan oleh anak juga mendorong terjadi “penyimpangan” penggunaan internet, prilakuperundungan (bully), dan mudahnya mengeluarkan kata-kata makian pada laman media sosial di internet, menunjukkan telahterjadi degradasi moral terhadap anak dan remaja, penggunaan media digital dan internet juga mendorong timbulnya kejahatancyber. PPKn merupakan mata pelajaran yang diamanahkan membetuk dan mengembangkan karakter warganegara berdasarkannilai-nilai pancasila, termaksud juga karakater “melek” digital (literasi digital) kepada peserta didik. Tujuan penulisan artikel iniadalah memberikan alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru PPKn untuk menumbuhkan danmengembangkan budaya literasi digital kepada peserta didik, sehingga terbentuk etika digital dalam penggunaan media digitaldan internet. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Simpulannya Guru PPKn memiliki peran strategis dalammembentuk dan mengembangkan literasi digital pada pesrta didik sebagai warga negara muda. Melalui model pembelajaran VCT(value clarification tehnique) guru PPKn dapat mengembangkan budaya literasi digital kepada peserta didik secara efektif.
Kata Kunci:  Kewarganegaraan digital, Literasi digital, PPKn, VCT.

AbstractEighty percent of Indonesia's 30 million children and adolescents use the internet and digital media. Patterns of behavior ofchildren and adolescents in using the internet tend to provide their personal information on digital media, a large number ofchildren and adolescents in Indonesia exposed pornographic content, intentionally, or unintentionally, the lack of parentalsupervision of digital activities conducted by children also encourage the " irregularities "of internet use, bullying, and the ease ofremoving insulting words on social media pages on the internet, indicating that there has been moral degradation of children andadolescents, the use of digital media and the internet has also encouraged cyber crime. PPKn is a subject that is mandated todevelop and develop citizenship character based on Pancasila values, as well as digital literacy characters (lectures) to learners.The purpose of writing this article is to provide an alternative model of learning that can be applied by teachers PPKn to growand develop a digital literacy culture to learners, so that digital ethics is formed in the use of digital media and internet. Writingthis article using literature study method. Conclusion PPKn teachers have a strategic role in shaping and developing digitalliteracy in pesrta students as young citizens. Through the VCT learning model (value clarification tehnique) PPKn teachers candevelop the digital literacy culture to learners effectively.
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PENDAHULUANSaat ini literasi digital sangat penting untukditerapkan kepada pesera didik. Maraknyapenggunaan internet dan media digital di kalangananak dan remaja, serta mudahnyanya aksesinternet yang dapat dilakukan melalui handphonemenimbulkan dampak negatif pada kalangan anakdan remaja di Indonesia. Anak dan remajaIndonesia melakukan akses interner danmenggunakan media digital dengan pengawasanorang tua yang minim, sehingga minimnyapengawasan orang tua terhadap penggunaan mediadigital oleh anak akan menimbulkan dampaknegatIif yang mengarah pada prilaku negatif,karena tidak semua informasi yang tersebar padamedia digital dan internet layak untuk dikonsumsioleh anak dan remaja Indonesia. Anak dan remajaIndonesia rawan sekali terpapar dengan konten-konten negatif, seperti porno aksi dan pornogarfiyang tersebar pada internet. Tidak hanya itu sajatimbul prilaku mencaci dan memaki pada anak-danremaja Indonesia yang dilakuakn melalui mediasosial. Anak dan remaja Indonesia cenderungmencontoh apa yang mereka lihat pada mediadigital dan informasi yang mereka peroleh melaluiinterenet.Berdasarkan data Kominfo kurang lebih ada30 juta anak dan remaja Indonesia aktif dalammenggunakan internet dan media digital sebagaialat komunikasi. Rata-rata media yang merekagunakan untuk mengakses internet adalah personalkomputer, laptop, dan smartphone.Motivasi anak dan remaja Indonesiamenggunakan internet karena didorong oleh tigahal, pertama sebagai media hiburan, kedua sebagaimedia komunikasi dengan teman, dan ketigamencari informasi yang berkaitan dengan tugassekolah. Penelitian Kominfo terhadap anak danremaja Indonesia yang berumur 9-19 tahun diseluruh Indonesia mengemukakan bahwapenggunaan media sosial dan media digital padaanak dan remaja Indonesia menjadi bagian yang takterpisahkan dari aktivitas sehari-hari anak-anakdan remaja Indonesia. Hasil studi kominfomenyatakan 98%  anak-anak dan remaja Indonesiatahu tentang internet dan sebanyak 79,5 % anakdan remaja Indonesia adalah pengguna internet.Selain itu penelitian kominfo juga menyatakanbahwa rat-rata anak dan remaja Indonesiamemberikan informasi pribadi yang berkaitan

dengan alamat rumah, alamat sekolah, no telp, padamedia digital dan internet yang mereka gunakan.Data selanjutnya orang tua di Indonesiamerupakan imigran dalam dunia digital, datakominfo menginformasikan bahwa orang orang tuasedikit ketinggalan dalam menggunakan danmenguasi media digital, sehingga pengawasanorang tua terhadap penggunaan media digital danakses intenet yang dilakukan oleh anak dan remajacenderung minim. Minimnya pengawasan orangtua terhadap akses internet yang dilakukan olehanak dan remaja menyebabkan anak secaralangsung dan tidak langsung terpapar konten-konten negatif seperti pornografi dan pornoaksiyang sengaja diakses, maupun tidak sengaja diaksesyang muncul dalam bentuk iklan.Berdasarkan hasil riset Kominfo tersebutpenggunaan media digital telah menjadi bagianyang tak terpisahkan dari aktivitas sehari- harianak dan remaja Indonesia. Penggunaan mediadigital dan akses internet yang dilakukan oleh anakdan remaja Indonesia yang disertai oleh minimnyapengawasan orang tua akan menimbuklan dampaknegatif terhadap prilaku remaja. Timbulnyakenakalan-kenalan remaja akibat informasi yangdiperoleh melalui media digital dan internet yangtidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja akanmendorong munculnya prilaku menyimpang padaanak dan remaja seperti tindakan perundungan(bullying), budaya mencaci dan memaki yang seringdilakukan melalui media internet khususnya mediasosial, seperti facebook, instagram, dll, prilakukekerasan yang sengaja disebarkan melalui mediasosial interent. Prilaku sex bebas akibat membukakonten negatif tanpa pengawasan orang tua,tindakan plagiat terhadp hasil karya seseorang.Prilaku-prilaku negatif akibat penggunaanmedia digital dan internet tersebut perlu segeradiwaspadai dan ditindaklanjuti dengan segera.Lemahnya pengawasan orang tua yang disebakanorang tua yang minim dalam menguasai teknologidigital, maka diperlukam upaya-upaya untukmengatasi dampak negatif tersebut.Upaya-upaya yang dapat dilakukan untukmengatasi dampak negatif dari penggunaan mediadigital dan internet salah satunya adalah melaluimata pelajaran PPKn di sekolah. Melalui matapelajaran PPKn guru dapat menumbuhkan danmengembang literasi digital pada peserta didik.Literasi digital ini meliputi meningkatkan
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pengetahuan dan keterampilan, sertamenumbuhkan kesadaran akan penggunaan mediadigital dan interenet. Sehingga muncul etika digitaldalam penggunaan media digital dan internet.PPKn mata pelajaran yang berperanmenumbuhkan etika digital pada peserta didiksebagai warganegara muda yang meliputipemahaman peserta didik tentang penggunaanmedia digital secara positif dan bertanggung jawab,dan bagaimana cara berkomunikasi secara daringdengan aman. PPKn dapat efektif digunakansebagai media untuk menumbuhkan danmengembangkan literasi digita pada peserta didik,jika guru menggunakan dan menerapkan modelpembelajaran yang tepat dalam prosespembelajaran PPKn di sekolah. Ketika terjadifenomena lemahnya pengawasan orang tuaterhadap penggunaan media digital dan internetyang dilakukan oleh anak dan remaja, makalembaga pendidikan melalui guru harus segeramengatasi kelemahan tersebut, dengan caramenanamkan , menumbuhkan danmengembangkan “melek” literasi digital kepadapeserta didik dan mata pelajaran yang tepatdigunakan dalam menumbuhkan karakterkewarganegaraan digital (digital citizenship)tersebut adalah melalui PPKn.
PEMBAHASAN
Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan
(PPKn) Pendidikan kewarganegaraan (civic  atau
citizenship education) di Indonesia dikenal denganistilah PPKn. Penerapan PendidikanKewarganegaraan di beberapa negara di duniamemiliki pendekatan yang berbeda-beda.Pendekatan PKn dalam sistem pendidikan yangditerapkan oleh negara-negara di dunia dapatmelalui pembelajarn crosscurriculer yaitudiintegrasikan ke dalam mata pelajaran sejarah,ilmu sosial (social studies) atau sebagai subjek matapelajaran yang terpisah atau saparate (ICCS, 2013:20). Dalam sistem pendidikan Indonesia, PPKnmerupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri(saparate), sedangkan di beberapa negara eropadan amerika utara PKn terintegrasi dengan matapelajaran IPS atau dikenal dengan sebutan social
studies, sedangkan beberapa negara lainnnyaseperti Austria penerapan PKn dilakukan melalui

cross curriculer, yaitu PKn diajarkan melalauisemua mata pelajaran. Dalam sistem pendidikan diHongkong pendekatan PKn menggunakan istilahpendidikan moral.Cogan (1998) mengemukakan pendidikankewarganegaraan merupakan pendidikan yangmenyiapkan  generasi muda untuk menjadi warganegara yang memiliki identitas kebangsan danmemiliki pengetahuan, kecakapan, dan  nilai-nilaiyang diperlukan untuk menjalankan hak dankewajibannya sebagai warganegara dalam konteksberbangsa dan bernegara. Budimasyah (2010) jugamengemukakan PPKn  di Indonesia dalamprakteknya dipahami sebagai mata pelajaran yangmemfokuskan pada pembentukan warga negarayang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegaraIndonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakteryang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.PPKn memiliki misi untuk mendidik warganegarayang cerdas dan baik (smart and good citizen).Senada pendapat yang telah diuraikan selumnya,Winaputra (2016) mengemukakan PPKnmerupakan wahana pendidikan karakter yangmemiliki visi dan misi yang utuh, yaitumengembangkan komptensi kewarganegaraanyang mencakup pengetahuan kewarganegaraan(civic knowledge), karakter kewarganegaraan (civic
dispositions) keterampilan kewarganegaraan (civic
skills), kompetensi kewarganegaraan (civic
competence),  kepercayaan diri atau keteguhankewarga negara (civic confidence) dan komitmenwarganegara (civic committment). Secarakonseptual dan ditinjau dari aspek psikologis,pedagogis, dan sosial-kultural. PKKn berujuanuntuk membentuk dan mewujudkan warga negaramuda  (peserta didik) untuk memiliki rasakebangsaan dan cinta tanah air yang sesuai dengannilai-nilai Pancasila, kaidah UUD 1945, dankomitmen Bhinneka Tunggal Ika.Menurut Winaputra (2016) secara idiil dansecara konsep instrumental, PPKn secara utuhmemiliki  vis dan misi yang mengintegrasikanfilsafat, nilai, dan moral Pancasila dengankeseluruhan tuntutan psikopedagogis dan sosial-kultural warga negara dalam kontekspembudayaan Pancasila, UUD NRI 1945, BhinnekaTunggal Ika, dan NKRI.Zandonella (ICCS, 2013) mengemukakan PKnmerupakan prasyarat untuk mengembangkan
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individu dan masyarakat keseluruhan dalammenghadapi kompleksitas dalam bidang kehidupanPKn secara proaktif berkontribusi dalammenghadapi dan menumbuhkan kasadaranberdemokrasi. PKn (civic and citizenship education)bertujuan mengajarkan nilai-nilai umumkemanusiaan, solidaritas, toleransi, kedamaian,keadilan, dan kesadaran akan lingkungan alam.Groof dan Franck (ICCS, 2013)mengemukakan tujuan pendidikankewarganegaraan adalah membentuk setiap anakmuda menjadi orang yang berpikir dan bertindaksecara demokratis. Pendidikan untukkewarganegaraan akibatnya berfokus padamemperlengkapi orang muda dengan sejumlahketerampilan dasar yang memungkinkan merekaberpartisipasi dalam cara yang konstruktif dankritis dalam kehidupan sosial.Menurut Branson (1998) PendidikanKewarganegaraan memiliki hubungan denganperkembangan dan penguatan karakter pesertadidik. Pengembangan karakter peserta didikmelalui pendidikan kewarganegaraan dapatberjalan efektif jika institusi pendidikanmenerapkan program pendidikankewarganegaraan dengan cara memberikesempatan kepada siswa untuk mengembangkankarakter-karakter publik dan pribadi yangdiinginkan. Kegiatan pembelajaran seperti inicenderung mendorong tumbuhnya karakter yangdibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif.Maka untuk mengembangkan peserta didik guruPKn memerlukan strategi yang tepat. Strategipembelajaran yang dipilih dan digunakan harusberdasarkan tujuan pembelajaran yang akandicapai.Penelitian yang dilakukan oleh Silvia, dkk(2013) mengemukakan mata pelajaran PPKnsecara signifikan dapat mempengaruhipengembangkan karakter peserta didik.Pembelajaran PPKn yang dilakukan secara tidakbaik, mempengaruhi peserta didik didik dalammenerapkan karkater-karakter baik. Daripenelitian tersebut disimpulkan bahwa cara gurumenyajikan PPKn dalam proses pembelajaran dikelas mempengaruhi perkembangan karakterpeserta didik.Penelitian yang juga dilakukan oleh Nugroho(2015) diperoleh hasil bahwa kinerja guru daniklim belajar berpengaruh dan berdampak positif

terhadap karakter peserta didik. Kedua faktorinilah yang menjadi penentu pembentukankarakter peserta didik selama berada di sekolah.Kinerja guru PPKn menjadi contoh nyata mengenaisiapa yang dapat dijadikan model oleh para pesertadidik. Kedua hal ini digabungkan akan membentukkarakter positif pada peserta didik.Senada dengan hasil penlitian tersebut,Bischoff (2016) juga mengemukakan bahwasekolah berfungsi sebagai tempat peserta didikuntuk melatih peserta didika dalam berpartispasi,sehingga dimasa depan akan terwujudwarganegara yang partisipatifmasa dan sekolahjuga berperan sebagai tempat untuk tindakankonsekuensial. Berdasarkan beberpa terori danhasil penelitian PKn atau dalam kurikulumpendidikan Indonesia disebut dengan PPKnmerupakan mata pelajaran yang bertujuanmembentuk karakter pada warganegara, sertamewujudkan warganegara yang partisipatif danberpikir kritis oleh sebab itu penyajian matapelajaran PPKn disekolah memiliki pengaruh padapembentukan karakter peserta didik, sehingga guruyang mengampu mata pelajaran PPKn harusmemilih dan menggunakan strategi pembelajaranyang tepat, yaitu strategi pembelajaran yang salahsatunya didasari oleh tujuan pembelajaran yangingin dicapai.Salah satu karakter yang harusdikembangkan guru PPKn pada adalah  pesertadidik saat ini adalah literasi digital untukmembentuk kewarganegraan digital (digital
citizenship). Kewaganegaraan digital merupakankarater warganegara yang melek akan literasidigital, yaitu bijak dan bertanggung jawab dalammenggunakan media digital dan internet. Untukmenumbuhkan dan mengembangkan literasi digitalpada peserta didik, maka guru PPKn harus memilihdan menggunakan strategi yang tepat dalam prosespembelajaran PPKn.Lestari (2016) mengemukakan implementasipembentukan karakter kewarganegaraan dapatdilakukan melalui dua cara, yaitu pertama,pembentukan karakter kewarganegaraan melaluipengajaran langsung (direct teaching). Kedua,pembentukan karakter kewarganegaraan melaluipengajaran tidak langsung (indirect teaching).
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Pengembangkan Literasi Digital (Digital
Literacy) untuk Mewujudkan Kewaragnegeraan
Digital
a. Literasi Digital (Digital Literacy)Sekarang ini keahlian melek digital (digital
literacy) adalah salah satu keterampilan pentingbagi siswa. Beradasrkan beberapa riset terhadappengunaan media digital dan internet pada anakdan remaja Indonesia, cenderung memberikan efeknegatif pada prilaku anak dan remaja, karenaminimnya pengawasan orang tua terhadappenggunaan media digital dan internet memicutimbulnya prilaku yang mengarah pada degradasimoral anak dan remaja Indonesia.tidak semuainformasi pada media digital dan internet layakdikonsumsi oleh anak dan remaja.  Oleh karenaguru, terutama guru PPKn memiliki peran dalammengembangkan literasi digital pada peserta didik.Konsep dan istilah literasi digital yangsekarang umum digunakan, diperkenalkan olehPaul Gilster. Gilster mengemukakan keaksaraandigital atau literasi digital didefinisikan sebagaikemampuan untuk memahami dan menggunakaninformasi dalam berbagai format denganpenekanan pada pemikiran kritis bukan saja hanyaketerampilan dalam penguasaan teknologiinformasi dan komunikasi. Literasi digital perludikembangkan pada peserta didik gunamenghadapi tantangan abad dua satu.Calvani, dan Cartelli mengemukakan literasidigital merupakan keterampilan, pengetahuan dandan etika dalam menggunakan media digital daninternet. Martin menggambarkan seseorang yangpaham literasi digital adalah seseorang yangmemiliki kemampuan untuk mengidentifikasi,mengakses, mengelola, mengintegrasikan,mengevaluasi, menganalisis dan mensintesissumber daya digital. Martin (2008) menyimpulkanbahwa literasi digital dapat dipahami pada tigaaspek, yaitu kompetensi digital, penggunaan digitaldan transformasi digital (Chan,dkk, 2017: 2).Konsep literasi digital merupakan rentangyang sangat luas, mulai dari keterampilan dankompetensi yang spesifik hingga kesadaran danperspektif yang agak umum. Perkembanganinternet dan tumbuhnya mesin pencari google,serta jejaring sosial telah mendorong bentukliterasi yang dibutuhkan untuk saat ini, yaituliterasi digital. (Bawden, 2001:219). Revolusidigital telah mengubah perilaku pencarian

informasi yang tidak dapat dikenali dan  denganmudah digunakan yaitu melalaui web dan mesintelusur yang memberi semua informasi secaramuda, sehingga kita dapat dengan mudahmenemukan, membuat dan menggunakaninformasi dari internet. Literasi digital adalahkemampuan dan kompetensi yang menunjukkan,menemukan, mengevaluasi, dan menerima ataumenolak informasi pada penggunaan media digitaldan internet (Fieldhouse dan  Nicholas, 2008: 49).Alkalai (2004) mengemukakan literasi digitalbukan hanya sebatas kemampuan untukmenggunakan perangkat lunak ataumengoperasikan perangkat digital saja, melainkanliterasi digital adalah mencakup berbagai macamketerampilan kognitif, motor, sosiologis, danemosional yang kompleks, yang dibutuhkanpengguna agar dapat berfungsi secara efektif padalingkungan digital. konteks ini meliputimembangun pengetahuan dari navigasi nonlinear,
hypertextual; mengevaluasi kualitas dan keabsahaninformasi; dan memiliki pemahaman matang danrealistis tentang peraturan yang berlaku di duniamaya. Etika digital sebagai bagian dari literasidigital harus ditanamkan kepada  peserta didik,peserta didik harus harus memiliki etika danmemiliki karakter tanggung jawab dalamkomunitas online guna menghindari kegiatan yangberdampak negatif baik bagi masyarakattradisional maupun online (seperti pembajakan ).para guru dapat memberikan tingkat keterampilandan pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih tinggimengenai bagaimana mengungkapkan gagasan danopini secara online, mengevaluasi informasi, danmembuat konten online. Dari beberpa pendapatyang telah dikemukana penulis menyimpulkanliterasi digital berkaitan dengan etika digital,literasi digital merupakan kompetensi yang dimilikiseseorang dalam menggunakan media digital daninternet. Literasi digital adalah etika seseorangyang dilandasi oleh norma-norma yang ada dalammenggunakan media digital secara bertanggungjawab, kemampuan menyaring, memilah infromasi,dan cenderung mengkases konten postif dalampenggunaan media digital dan internet.
b. Kewarganegaraan Digital (Digital

Citizenship)Sehubungan dengan meningkatnyapenggunaan teknologi informasi yang sangat pesat,
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dan berpotensi untuk disalahgunakan, sepertimenyebarkan berita-berita hoax, membuat kontennegatif, dan kejahatan cyber lainnya, makadiperlukan kebijakan untuk mengelola,mengembangkan dan mengendalikan perilakuwarganegara dalam menggunakan media digitaldan interent. Kebijakan tersebut berupamembentuk kewarganegaraan digital (digital
citizenship)  kebijakan kewarganegaraan digitaldengan pendekatan melek digital atau literasidigital. Kebijakan ini harus disusun secarakomprehensif dengan menggunakan danmemanfaatkan peran penting lemaga pendidikan.Pendidikan berperan dalam mempersiapkan wargadigital. Pembentukan kewarganegaraan digitl dapatdilakukan melalaui PPKn.Choi (2016) mengemukakankewarganegaraan digital (digital citizenship)sebagai etika. Kewarganegaraan digital sebagaietika mengacu pada bagaimana menggunakainternet dengan tepat, aman, etis, dan bertanggungjawab dalam kegiatan dunia internet.Kewarganegaraan digital menunjukkankemampuan seseorang untuk mengakses,menggunakan, membuat, dan mengevaluasiinformasi dan berkomunikasi dengan orang lainsecara online seperti bagaimana menilai informasi,membaca dan menulis secara kritis pada media
online, dan mengekspresikan diri mereka secara
online. Kewarganegaraan digital menyoroti faktabahwa perilaku online yang bertanggung jawab danaman harus menjadi topik serius dalam pendidikan.Penggunaan teknologi dan Internet yang aman,bertanggung jawab, dan etis; kesadaran digital; dantanggung jawab dan hak digital merupakan kriteriakewarganegaraan digital.Kewarnegaraan digital menurut Ribble(Alberta, 2012) meliputi: pertama, warga negarayang memiliki akses digital (partisipasi eletronikpenuh), kedua, komunikasi digital, ketiga, literasidigital, yaitu proses belajar mengajar tentangteknologi dan penggunaan teknologi, keempat etikadigital, yaitu standar prilaku dalam menggunakanmeda digital dan internet), kelima, digital Law,yaitu tanggung jawab atas tindakan dan perbuatanmenggunakan elektronika, keenam, keamanandigital, yaitu tindakan pencegahan elektronik untukmelindungi peserta didik, kelompok masyarakat,organisasi dan warganegara)\, ketujuh, digital
health and wellness, yaitu kesehatan fisik dan

psikologis di dunia digital, kedelapan, hak dantanggung jawab digital. Sifat kewarganegaraansebagai dasar untuk mengembangkankewarganegaraan digital. Kewarganegaraandidefinisikan sebagai keadaan menjadi wargamasyarakat suatu komunitas sosial, politik ataunasional tertentu. Sementara kewarganegaraanmembawa hak dan tanggung jawab, mendefinisikanhak-hak dan tanggung jawab tersebut bervariasisepanjang waktu dan di komunitas tertentu.Kewarganegaraan membutuhkan prinsipmoral yang tinggi, sama halnya dengankewarganegaraan digital. Kewarganegaraan dgitalmembutuhkan prinsip moral untuk bekerja secaraefektif dalam masyarakat global yang berjejaring,berdasar waktu dan wilayah geografis yang multi-budaya. Kewarganegaraan mensyaratkanpenyeimbangan pemberdayaan dan tanggungjawab pribadi dengan kesejahteraan masyarakat.Kebaikan individu dan kebaikan masyarakat harusberada dalam keadaan seimbang. Tantangan dalamkomunitas digital adalah memastikankeseimbangan yang efektif. Komunitas digitalmembutuhkan partisipasi dan peran masyarakatuntuk mempersiapkan kaum muda (warga negaramuda) untuk berpartisipasi dalam komunitas inidengan cara yang berarti, bertanggung jawab danpedul. Untuk mewujudkan kewarganegaraandigital, maka lembaga pendidikan memilikiperanan penting dalam mewujudkan hal tersebut,lembaga pendidikan terutama guru, memiliki peranstrategi dalam menumbuhkan danmengembangkan literasi digital peserta didiksebagai warga negara muda agar bijak dan kritisdalam menggunakan media digital dan internet(Alberta, 2012).ISTE (2007) mengemukakan karakterkewarganegaraan digital merupakan salah satustandar penitng yang harus guru tanamkan dankembangkan kepada peserta didik. Konsepkewarganegaraan digital juga perlu ditambahkanke dalam kurikulum pendidikan, sepertidimasukan menjadi salah satu bagian studi sosialuntuk mempromosikan kewarganegaraan digitalyang aktif. Karakter kewarganegaraan digital, dapatmemasukkan isu kewarganegaraan digital ke dalamtema yang relevan, seperti kedalam mata pelajaran“Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Masyarakat",dan "Cita-Cita dan Praktik Kewarganegaraan"
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Berdasarakan beberapa teori yang telahdipaparkan, menurut penulis kewarganegaraandigital dalam ruang lingkup Indonesia sebagainegara multikultural kewarganegaraan digitalperlu diwujudkan. Kewarganegaarn digitalmemiliki ciri masyarata yang melek digital ataumemiliki kecakapan literasi digital. Penanaman danpengembangan karakter literasi digital sangatpenting untuk dilakukan oleh lembaga pendidikan.Literasi digital dapat mencegah tindakan-tindakanmenyimpang, seperti cyber crime, membuka situsporno, menjaring berita-berita hoax yang dapatmenimbulkan disintegrasi bangsa, cacia-maki didunia maya, dll. Salah satu ciri darikewarganegaraan digital adalah literasi digital(melek digital), keadaan dimana warganegara tidakhanya menguasai penggunaan media digital daninternet saja, melainkan memiliki etika digital,berpikir kritis, bertanggung jawab, mengetahui dantaat pada norma-norma yang berlaku. Maka dari itulembaga pendidikan, melalui guru, terutama guruPPKn memiliki peran penting dalam meumbuhkandan mengembangak literasi digital, sehinggakewarganegaraan digital dapat terwujud.
Strategi Guru PPKn dalam Mengembangkan
Literasi Digital Warga Negara Muda Melalui
Model Pembelajaran VCTGuru, terutama guru PPKn memiliki posisidan peran strategi dalam mewjudkankewarganegaraan digital. Guru PPKn  dapatmendidik peserta didik untuk menjadi wargadigital yang bertanggung jawab, berpengetahuanluas, dan aktif di tingkat lokal, nasional, dan global.Berdasarakn riset Kementerian Komunikasi danInformatika ( Imawan, 2014, 79-82) menunjukkanhasil penetrasi media di Indonesia ditempati olehponsel sebagai posisi tertinggi, yakni 104%), laludiikuti oleh televisi (95%), smartphone (67%),radio (47%), surat kabar (25%), internet (24%),dan majalah (13%). Serta 415 surat kabar harian,495 majalah, dan 257 tabloid. Riset terkini mungkininternet, karena adanya koneksi internet yang lebihbaik memungkinkan penyebaran informasi.Penggunaan internet secara dominan dikonsumsioleh kelas menengah (Lakstian, 2016: 112).Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulismenyimpulkan fenomena perkembangan mediadigital dan internet yang pesar harus diiringindengan peningkatkan kesadaran kita untuk

mendefinisikan kembali cara mentransfer,mengelolah dan menerima informasi pada mediadigital dan internet. Literasi digital perluditanamkan dan dikembangkan dalam penggunaanmedia digital dan internet.Tilaar (1998) mengemukakan dalamkurikulum pendidikan nasional, Pendidikan Nilaicenderung menjadi suatu kegiatan formal.Pendidikan nilai dirangkum ke dalam bentuk-bentuk pelajaran formal baik itu merupakanpelajaran pancasila, mata pelajaran, PMP, matapelajaran sejarah nasional serta berbagaipenataran dalam rangka peningkatan penghayatandan pengamalan pancasila. Menurut Kerr (1999)
Citizenship atau civic education secara luasditafsirkan proses  pendidikan yang  dilakukanmelalui sekolah, pengajaran dan pembelajaran yangbertujuan untuk mempersiapkan orang mudauntuk berperan, berpartisipasi dan bertanggungjawab sebagai warga negara.Berdasarkan teori yang telah dikemukansebelumnya, Guru PPKn berperan penting dalammenanamkan dan menumbuhkan kecakapanliterasi digital kepada peserta didik melalui matapelajaran PPKn. Kecapakan literasi digital dapatdisisipkan  oleh guru PPKn pada semua KD(Kompetensi Dasar) mata pelajaran PPKn, terutamauntuk kelas menengah, yaitu SMP dan SMA. PPKnsebagai mata pelajaran yang bermuatan nilai danbertujuan membentuk warganegara yangberkarakter, maka guru PPKn harus memilih danmenggunakan strategi pembelajaran yang tepat,agar penginternalisasian kecakapan literasi digitalpeserta didik dapat maksimal dan optimaldilakukan, sehingga kewargnaegraan digital dapatterwujud. Salah satu strategi yang dapat digunakanoleh guru PPKn dalam mengintegrasikankecakapan literasi digital pada peserta didik adalahmenerapkan  model pembelajaran Value
Clariffcation Tehnique atau teknik klarifikasi nilai.Djahiri (1985) mengemukakan VCT sangatefektif  diterapkan untuk menginternalisasikannilai kepada peserta didik. Kelebihan yang dimilikioleh VCT adalah : 1) VCT Mampu menanamkan danmengembangkan nilai moral kepada siswa, 2) VCTMemungkinkan siswa untuk mengklarifikasi danmenggali lebih banyak informasi dari bahanpembelajaran, sehingga guru dapat menjelaskansecara lebih rinci mengenai nilai moral, 3) gur yangmenerapkan model pembelajaran dapat
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mengklarifikasi dan mengevaluasi kualitas nilaimoral peserta didik, 4) VCT mendorong, melibatkandan membimbing perserta didik untukmengembangkan potensi, terutama yang berkaitandengan perilaku potensial peserta didik, 5)memungkinkan guru dan peserta didik untukmengambil pelajaran dari kehidupan seseorang, 6)memungkinkan guru dan peserta didi untukmenghindari, meniadakan intervensi nilai-nilaiyang tidak dibutuhkan, dan menggabungkanberbagai nilai moral ke dalam sistem nilai danmenjadi seseorang yang berkarakter, 7)  memberigambaran tentang nilai moral yang seharusnyaditerima.Nuryanta dan Suyato (2016) mengemukakanpenerapan model pembelajaran VCT dalam PPKndapat meningkatkan karakter kewarganegaraansiswa. VCT membantu pesertad didik dalammengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untukmeningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilaimereka sendiri. Peserta didik memperolehkejelasan/kemantapan nilai. Peserta didikmenemukan nilai-nilai dapat memilih nilai yang dianggap baik untuk menentukan sikap terhadapsuatu persoalan. Ramadani (2017: 64) jugamengemukakan penerapan model pembelajran VCTdapat meningkatkan solidaritas sosial. Hasil belajarpeserta didik  yang menerapkan modelpembelajaran VCT ketika proses pembelajarandikelas memiliki tingkat pengetahuan dan sikapmaterialisme Nasionalisme dan Patriotisme yanglebih baik daripada kelas yang tidak menerapkan
VCT. VCT dapat digunakan secara efektif untukmemperbaiki sikap Nasionalisme dan Patriotismepeserta didik.Senada dengan penelitian sebelumnya,Dahliar (2017) mengemukakan penerapan modelpembelajran VCT dalam proses pembelajarandikelas dapat menumbuhkan dan meningkatkankarakter tanggung jawab peserta didik. Selain itu,penerapan model pembelajaran VCT meningktakankepedulian sosial peserta didik. Peserta didikmenjadi lebih mengerti tentang materi sosial dannilai sosial dan membuat pembelajaran lebihbermakna. Model pembelajaran VCT, peserta didikmenanamkan nilai kepedulian sosial melalui carayang logis yang terjadi di lingkungan sekitarmereka, sehingga  menumbuhkan kepekaan sosial.Penerapan model pembelajaran VCT mampu

menumbuhkan, mengembangkan dan memperbaikikarakter peserta didik (Khairunisa, 2017)Berdasarakan beberapa penelitian mengenai
VCT, maka penulis menyimpulkan modelpembelajaran VCT sangat cocok dan tepatdigunakan dan diterapkan oleh guru PPKn untukmenanamkan, menumbuhkan danmengembangkan kecakapan literasi digital padapeserta didik sebagai warga negara muda. Gurudapat menggunakan beberapa teknik yang terdapatdalam model pembelajaran VCT, modelpembelajaran, memiliki beberapa teknik yangdapat disesuikan dengan krakteristik peserta didik.Djahiri (1985) mengemukakan teknik modelpembelajaran VCT, meliputi : pertama, metodepercontohan, kedua VCT menggunakan analisisnilai, yaitu reportase/liputan, analisis secara akura,analisis tulisa dan cerita tidak selesai, ketiga VCTmenggunakan daftar/matrix meliputi, yaitu daftarbaik – buruk, daftar tingkat urutan, daftar skalapriorita, daftar gajala kontinum (terus menurus,daftar penilaian diri sendir, dan daftar membacaperkiraaan orang lain tentang diri kita, keempat
VCT menggunakan kartu keyakinan, diantaranya
VCT menggunakan wawancara VCT menggunakanyurisprudensi, dan VCT menggunakan teknikinkuiri nilai.
SIMPULANDegradasi moral akibat penyalagunan mediadigital pada peserta didik khususnya  anak danremaja merupakan permasalahan yang harussegera diatasi. Berdasarkan beberapa kajian teroridan hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulismenyimpulkan bahwa teknik klarifikasi nilaiterbukti dapat menumbuhkan, dan meningkatkankarakter kewarganegaraan peserta didik. Olehkarena itu, guru PPKn disarankan untukmenggunakan dan menerapkan  teknik klarifikasinilai sebagai alternative penggunaan metodepembelajaran dalam pembentukan karakter ataukecakapan literasi digital peserta didik. Literasidigital berkaitan dengan etika digital dalammenggunakan media digital dan internet, meliputibagaimana menggunakan media digital daninternet dengan tepat, aman, etis, dan bertanggungjawab, serta menilai informasi, membaca danmenulis secara kritis pada media online. Sekolahsebagai lembaga pendidikan memiliki peran peran
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penting dalam membentuk karakter peserta didik,dan guru memiliki peran penting dalammengembangkan karakter pesertad didik, makadari itu seorang guru dituntut untuk selalumengembangakn dan berinovasi dalam prosespembelajaran di kelas. Selain itu orang tua harusberperan secara aktif dalam mengawasi tumbuhkembang anaknya, jangan hanya menyerahkanpada sekolah saja, orang tua jangan terlalu permisifterhadap penggunaan gadget oleh anak- danremaja. Orang tua harus melek digital, dan tidakboleh abai terhadap aktivitas anak terhadap mediadigital. Penulis menyarankan untuk meningkatkankompetensi profesionalitas guru, maka lembagaberwenang terutama kementrian pendidikan harusmengadakan workshop kepada para guru, agar gurudapat paham mengenai media digital dan internet,dan untuk para orang tua diadakan penyuluhan-penyuluhan melalui lembaga berwenang mengenaimengenai pentingnya literasi digital supaya orangtua, dapat melek digital dan dapat mengawasipenggunaaan media digital pada anak. Sehinggaprilaku menyimpang akibat penggunakan mediadigital yang salah dapat diminimalisirkan.
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